
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 1945; 

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 
2014 tentang Lernbaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk 
sebagai pelaksanaan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 
2005 tentang Kelurahan, namun dalam perkembangannya 
kedua perturan perundang-undangan tersebut telah dicabut 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2018 tentang Kecamatan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ten tang Kecarnatan, 
ketentuan mengenai lembaga kemasyarakatan kelurahan 
diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, lembaga 
kemasyarakatan dan lembaga adat di kelurahan diatur 
dengan peraturan bupati/wali kota; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2014 tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan; 
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NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 

NOMOR 1. TAHUN 2022 

PROVINS( SULAWESI TENGGARA 

BUPATI BUTON 

r 



PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH l<ABUPATEN BUTON NOMOR 14 TAHUN 2014 
Tf~NTANG LEMBAGA l<EMASYARAI<ATAN KELURAHAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

BUPATIBUTON 

dan 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON 

Dengan Persetujuan Bersama 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6205); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Lembaga Kemasyarakat Desa dan Lembaga Adat 
Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
569); 
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Ditetapkan di Pasa.rwajo 

pa.da tanggal I 3 :J &1n,.av~ 2022 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. 

Pasal 

Pnda snot Perat uran Dacrah rm mulat berlaku , Perat uran 
Daer-ah Kabupaten Bulan Nomor 14 Tahun 2014 tent ang 
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Dacrah 
Kabupaten Bu ton Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lernbaran 
Daerah Kabupaten Buton Nomor 24), dicabut dan dmyatakan 
ndak berlaku. 



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVlNSI SULAWESI 
TENGGARA NOMOR: 2/19/2022 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR.!.f.a 

SEKRETARI OAERAH KABUPATEN BUTON, 

Diundangkan di Pasarwajo 

pada tanggal 13 Januari 2022 

LA BA.KRY 

Cap/ttd 

BUPATI BUTON, 

Ditetapkan di Pasarwajo 

pada tanggaJ 13 Januari 2022 

Pasal 2 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan 
pengundangan Peraturan Oaerah ini dengan penempatannya 
daJam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. 

Pmu1l 

Padn snnt Pernt uran Dacrnh 1n1 rnu lai lx-rlaku , P,·rnturan 
Dacrnh Kabupatcn Buron Nomor 14 Tahun 2014 ten tang 
Lernbaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lernbaran f )acrah 
Ka bu paten Bu ton Tahun 2014 Nomor 98, Tarnbahan Lernbaran 
Daerah Kabupaten Buton Nomor 24), dicabut dan dinyatakan 
trdak berlaku. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR .. -?.7' 

JI PASAL DEMI PASAL 
Pasal l 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 

I. UMUM 
Sistem hukum di Indonesia menjamin kebebasan warga negara untuk 

berkumpul dan berserikat serta menyatakan pendapat. Warga negara 
berkumpul dan berserikat membentuk lembaga-lembaga sosial (social 
institutions) yang disebut dengan lembaga kemasyarakatan. Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan pada hakekatnya merupakan mitra kerja Lurah 
dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam 
pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan. 

Terkait dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan, Pemerintah 
Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Lembaga Kemasyarakat Kelurahan sebagai pelaksanaan Pasal 127 ayat (8) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan. 

Namun dalam perkembangannya, kedua peraturan perundangan 
undangang yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Nomor 14 
Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakat Kelurahan, telah dicabut 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Sesuai 
Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ten tang 
Kecamatan, ketentuan mengenai lembaga kemasyarakatan kelurahan diatur 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakat 
Desa dan Lembaga Adat Desa, disebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan 
dan lembaga adat di Kelurahan diatur dengan peraturan bupati/wali kota. 

Berdasarkan ketentuan di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 
2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN 

TENT ANG 

f'ro;N.J l·,LA <.;AN 

ATAS 
Pf.<:RATURAN DAERAI I KABUPATEN 8UTON 

NOMOR J_, TAHUN 2022 


